PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 1%9.A TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, TUNJANGAN
PERUMAHAN, PAKAIAN DINAS DAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian
Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan besarnya tunjangan
pemeliharaan kesehatan dan pengobatan dalam bentuk premi
asuransi kepada setiap Anggota DPRD beserta istri / suami
dan 2 orang anak kandung, anak angkat sebesar Rp 3281550,-
per orang per bulan ; .

b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Sekretaris DPRD
Provinsi Sumatera Selatan dan surat Manager PT Askes
Regional Il Palembang tanggal 7 Juni 2006 Nomor 1428/111/0606
yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera
Selatan, maka diusulkan agar Askes untuk Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Selatan adalah Askes Platinum VIP sebesar
Rp 447.735,- per orang per bulan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas,
maka perlu diadakan perubahan ketentuan mengenai
besarnya premi asuransi untuk Anggota DPRD yang diatur
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.



Mengingat

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1814);

. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun: 19989 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rl Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan

dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;

Undang-Undang Rl Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

. Undang-Undang Rl Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun . 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;



Menetapkan :
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Rl Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ,

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran
Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) ;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan,
Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2006
Nomor 3 Seri G). '

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 9
TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN,
TUNJANGAN PERUMAHAN, PAKAIAN DINAS DAN PERJALANAN
DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA

SELATAN.

Pasal |

Mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor
9 Tahun 2006 tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan
Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan
pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.

(2) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi
asuransi kesehatan kepada setiap Anggota DPRD beserta seorang istri /
suami dan 2 orang anak kandung atau anak angkat (yang dibuktikan
dengan bukti pengangkatan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku) sebesar Rp 447.735,- (empat ratus empat puluh

tujuh ribu tujuh ratus tigas puluh lima rupiah) per jiwa per bulan.

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku
untuk 1 (satu) tahun anggaran (1 Januari — 31 Desember 2006).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1  Juni 2006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 JUNI 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR ..5... SERL @.
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